LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
PERATURAH BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,
PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR
TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR
TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU




PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
PERATURAH BUPATI . NOMOR15 . TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR: 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK
REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang sangat penting
dan potensial untuk mendanal penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan
peran serta masyarakat sesuai dengan
kemampuannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten
secara atribusi berwenang untuk memungut pajek atas
jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak ReKIZMe...oersssiseses



-

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak
Sarang Burung Walet. S

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 3209 ); .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara ‘Republik  Indonesia
Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686

Sebagaimana..........

[
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sebagaimana telah diubah dengan ,...Eumnm..t.:amﬁ.o
B A.z.oaww 19 Tahuni2000 (Lembaran*Negara ' Républik

o qndénesia  Tahin - 2000 Nomor - 129, - Tambahan

."Lembaran‘Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang ‘Nomor 28 Tahin 1999 tentang

ao .,.."...— -y g b Ty L TR + frn - E - - ‘..\W, ‘ ¢ dmm Qm“m
e e wiipenyelehggaraan’Negara Yang Bersih 'dan-Bebas
S .,xo__wwmw,w%%wm. ‘Han- ‘Nepotisme “(Lembaran “Negara

“Repuiblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. ‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Co iyl P ORI SR 2 RPN, TCTR L L U:r
- 'pengadilan ~ Pajak’ ' (Lembaran - Negara Repu
o Ham%mm.www:.._.mscm "’ 2000 Nomor ~ 81, ._.macm:.m:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

" ' 7. Undang-Undang " Nofor " 17" Tahun 2003 tentanc

Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negarz
M_nm,uma_.ﬁx Tridonesia Tahtin 2003 Nomor 47, Tambahar
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
T . T menne a4 . Hmzﬁ
8. ‘Ungang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
. _.ummwc%ﬁcwm:. "* Peraturan _._umamam:ué:am:mmq
" {tembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 200¢
" 'Norfor 53; Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4389); .

.....

g, “Undaig-Unidiang Ndrior' 32 Tahun 2004 ‘tentan

*" Pefnerintahan’ Daerah, (Lembaran Negara Republi

e ,Hmﬁﬁsmmmm_,_;.qw:%w 2004 Nomor 125, Tambahal

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

. - sebagaimana; telah .diubah: terakhir: .a,m_:@m:,_ Undang

= . undarig Nomon pm..ﬁww::,Ncom.e.mgwmﬂm:zmmmm

Republik Indonesia Tahun: :2008 : .zoa._oﬂ m”

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4437);

10. Undang-undang......e.s.
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A10.Undang=Undang Nomor .33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan .Pemerintahan Daerah
(Lembaran. -Negara Republik Hzao:mm_m Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan rmacm_.mz mem«m Wmuco:x Hsaosmm_m Nomor 4438);

\: Czam:m c:amnm 2032 wm ._.m::: moom ﬂm:ﬁm:m _um_mx Daerah dan

- Retribusi- Daerah, _sz._cmas zgmqm mm_ucg_x Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran zm@mqm mmvc_u__x indonesia
Nomor moamv

12.Peraturan vmsmzaﬂms Nomor 55 Tahun Noom tentang . Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

‘13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 83&:@ Pengelolaan
" Keuangan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, _,m_svm:mz Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran mema Republik Indonesia
2039. 4738);,

16.Peraturan :Daerah xmccumnm: Es.c ano". 3 ﬁm:cs 2008 tentang

- Urusan... Pemerintahan - yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten EEE.

. m -

Tt

17. Peraturan Daerah......ccs..
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&

. H.,N .ﬁmscs
G. vmme«mz Ommz.% _Amccum"mz Ezc Zoao_,
. 2009.- tentang - Penetapan.» . Anggararn - _vmza%m%:
: Lo dan - iBelanja .. _umm_.mr xmu%mﬂms Luwu - Ta %.
- Anggaran 2010.. A

o Dengan Persetujuan mm_.mm_:m e T .

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH x>m%>4mz _.céc
dan _

BUPATI LUWU-.

MEMUTUSKAN :

H TENTANG PAJAK HOTEL,
Meneiapian wmﬂm%_wwmao%%m% PAJAK HIBURAN, PAJAK
REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAAE
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, %m»zo
PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK S

BURUNG WALET.

BAB1 .
KETENTUAN UMUM
. Pasat1 " &

mm_ma _umﬂmgm: _um.ma: ini ﬁsm ...__Bm_aca nm:@ms :

‘” rr_

san umgmz:ﬁ:m:
- Pem z:ﬁmrms ommaj adalah nmim_m:@mmqmm: yry
A Mmsm Pemerintah; ._umm_‘mz dan- Dewan. Jmmmﬁwﬁ_mwm M,Mwwww _MNMM_W
t.. asas, otonomi -dan. tugas: -pemban
| %Mwmﬁ_ seluas-luasnya datam sistem dan prinsip Negara %&mcm:
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
cmmmq zmumﬂm Republik Indonesia Tahun 1945.

2, Pemerintah.ce e
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerdh otonom, -selénjutnya disebut ‘daerah. adalah kesatuan
masyarakat hukum ‘yang ‘mempunyai - batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dakam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat' Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah . lembaga : :perwakilan rakyat daerah sebagai : unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,. .
Bupati adalah Bupati Luwu. ,

Pejabat adalah pegawai® yang " diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi

- wajib kepada Daerah yang terutang-oleh orang pribadi atau badan

'yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan

Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

: -digunakan: - untuk.. keperluan Daerah bagi
- kemakmuran rakyat. | -

sebesar-besarnya

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau-modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroariiterbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha‘milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, . koperasi, dana. pension, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,

' atauorganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya teffitasuk

4 .

* ‘Kontrak investasi kolektif dan bentuk usatia tetap,

9:

S

it

‘v&..m,_wIwwm__ﬁa&m:.m&mwmﬁm_nm_wﬁum: yang disediakan oleh’hotel.

- _ Ho. Hotelivrvreeaeens
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10.Hotel- adalah fasilitas penyedia.- jasa:. _um:ms%maum:m_”_aw_w@
termasuk jasa terkait lainnya dengan _‘_.aﬁ::mcﬁ _.mumﬁqm:ww yang
---.mencakup juga motel; losmen, gubuk: nm._,._,.z_mmﬁw wisma pariwisata,
pesanggarahan, rumah penginapan.dan:sejenisnya, serta ..Esmﬁ _ﬁm
- dengan jumlah kamar lebih.dari. 10 {sepuiuh). - e eh
11.Pajak-Restoran adalah pajek atas- pelayanan yang disediakan ole
restoran, SRR
42.Restoran - adalah- fasilitas » penyedia . amxm.a:.“__.mmamﬁc minuman
“ dengan dipungut bayaran, yang Bmsnm_ev Juga rumah :ﬂm.._.nm?
kafetaria, : kantin, . warung,. bar-dan- sejenisnya termasuk jasa
- bogafcatering, . o met o nT e nTon
1:3.Pajak: Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan .:_uc.a:. .
14 Hiburan adalah semua :denis. tontonan;: M_u.._mwnanxm:w permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati-dengan dipungut bayaranz. -
15.Pajak:Reklame adalah;pajak mﬁmmum%&m:mmmamﬂﬁmzmam. E
16.Reklame adalah benda; alat, m._umacma?m,ﬁnBm.n_mé:@ bentuk dan
~ corak ragamnya dirancang-untuk’ tujuan komersial ._Bmanqumzmﬁxm?
menganjurkan, imempromosikan, atau. untuk - menparik _um&m.ﬁ_m:
umum terhadap barang,-jasa, orang, atau cmﬁnm yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh.umum. i
17.Pajak- Penerangan Jalan adalah:pajak mﬁm penggunaan tenaga listrik,
-~ baik-yang-dihasilkan-sendiri.maupun-diperoleh am_,_..m.caum_m fain, -
48.Pajak Mineral Bukan Logam- dan: Batuan adatah umum__.a_.mmmm."xmm_mnm:
pengambilan mineral bukan logam ama batuan, baik: dari sumber
. -alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan..:.
19:Pajak Parkir-adalahipajak:atas penyelenggaraan: tempat .um%_e__c_wq
+ 1 badan. jalan; baik:yang; disediakan berkaitan -dengan-pokok usaha
maupun yang ammm&mxmsmmamm_m__.mwmﬁﬁcm%& termasuk penyediaan
. tempat.penitipankendargan bermotor. .= - .t T
.m.o.“w%_mn \,.mwm_w_w_u _ﬁm..n_ma_mnﬁn__ k bergerak suatu kendaraan yang tidak
¢ - bersifat sementar@: 3 i ol AL g e
Ne.“_mm_.m_m _i@%m:muﬂ adalah - pajak- - atas.- pengambiian - nms\.msc
- pemanfaatan-ait.tanah;:: - - G LT Tt s T

+ 4

DA

i

o T 22, >__.ww__.~mgr..L..........
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mM.>.=, ._.mzms“mam_m_._m:_ﬁ:mﬁmamum«amaammnamim:m:mﬁmc_gﬂcm:
di cmsm_._ﬁmn:cwmm:.ﬂmamzn R
mw.v&mx..mma.:m Burung-Walet-adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarung butung walet. _
24.Burung .Em_mﬂ mam_mj.mmgm yang termasuk marga coflocalia, yaitu
collocalia ‘fuchfiap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
| collocalia linchi, L
25. mcﬁmw Pajak adalah orang pribadi-atau Badan yang dapat dikenakan
pajax. . A o T Lo
Nm.Em.u.wc ‘Pajak adalah orang pribadi atau. Badan, meliputi pembayar
pajak, nmaﬂo:m pajak, dan pemungut pajak, yang. mempunyal hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah: :

27 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau.

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling. lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
28.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu). tahun
kalender, kecuali bifa Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.,
29.Pajek yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daalam-Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. , . T
30.Pemungutan  adalah  suatu: rangkaian - kegiatan . mulai  dari
umam:_anc:m: -data objek- dan -subjek :pajak, ‘penenttian besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan periagihan pajak kepada Wajib
- Pajak serta‘pengawasan penyetorannya, - SR R
31.5Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah 'surat yang oleh Waijib Pajak digunakan " untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
danfatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban- sesual
mm:mm% ketentuan peraturan perundang-undangarr - perpajakan
aerah:.

32. Surat Setora....v oo

G-

32.Surat Setoran Pajak Daerah, yang. selanjutnya disingkat SSPD;-adalah
bukti” pembayaran atau . penyetorah : pajak -yang telah. dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33.Surat Ketetapan: Pajak ‘Daerah, yang selanjuinya disingkat: SKPD,
" adalah. surat® ketetapan pajak:yang menentukan. besarnya- jumlah
pokok pajak yang terutang. e
34.Surat - Ketetapan .Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, -adalah surat. ketetapan -pajak yang menentukan
besarnya jumiah pokok pajak, jumlah. kredit pajak; -jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratife, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. -
35.Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
- SKPDN, adalah surat ketetzpan pajak yang menentukan jumlah
© - pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak iebih
besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
- undangan “peérpajakan daerah‘yang terdapat dalam- SPPT,” SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD;" Surat: Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. _ S

i ¢

e 40. Surat Keputusan....eeseess.
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40.Surat’ Keputusan- Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap- SPPT, SKPD,-SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan ratau umsc:mc.&z er n%mx xmﬂ_mm <m:@
didjukan oleh wajib: pajak.- SRS

& Putusan Banding adalah putusan Umamz uma%m: pajak atas banding
“iterhadap Surat Keputusan Keberatan <m:m a_mucxm: o_mr Waijib
Pajak.

42 Pembukuan adalah:.suatu.proses. nszSS: yang a_um_e_ﬁm: secara
teratur ‘untuk mengumpulkan . data dan informasi keuangan yang

=~ meliputi. harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta

jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi-untuk periode Tahun Pajak tersebut.

43.Pemeriksaan adalah . serangkaian  ‘kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, - danfatau bukti yang dilaksanakan
secara ~ objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

. perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan:

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

44 Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adala
serangkaian tindakan yang dilakuka olh Penyidik untuk mencari se
mengumpulkan bukti-yang -dengan bukti itu membuat-terang tinda
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemuka
tersangkanya.

BAB II
- . umsz _u>.._>x §wcv>4mz

vmmmm m
_Um:mms Peraturan _ummﬂmr ini - ditetapkan 9 (sembilan) umz_m
Daerah yang Smema_,_xmémam:@m: kabupaten, yang terdiri atas :,
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;

¢. Pajak hibur

c. Pajak Hiburan;
d.-Pajak Reklame; -
e. Pajak Penerangan Jalan; .
fi ._um_mxuz_jm_.m_ mcw% _.ooma am: mmﬂcms_

g.’ Pajak Parkir; - e T

3

\ oyl A

h. Pajak Air-Tanah; dart SR
i. Pajak Sarang Buring Walet,

-

N mmm_muxmmme
s PajakHotel

r

Y paragraffc 0L .
z.mam. OEmw dan mcc_mw v&mx

_umma 3
Dengan nama vmum_ﬁ _,_oﬁm_ n__ucsucﬂ um“_mw mﬂmm _@emﬂm: um_mésm: yang
a,mma_m_&: pleh Io_“m_ am:mm: umaumxm_.,mz
| | | P di Q_a _:Iﬂm
1) Obyek Pajak Hotel adalah um_m<m:mz <m=m isediakan oleh Ho
W dengan vm_._._cm<ma? termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapar
Hotel yang -sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
(2) Jasa penunjang mmcmam_:_m:m dimaksud . pada ayat (1) adalal
wmm_:nmm telepon, dﬂmxm__sm__: ,ﬂmﬁﬁ _:ﬂmamr fotokopi, pelayanan cuc
“ seterika, transportasi, n_ms .ﬂmm_*_m_m sejenis _masﬁ_ yang disediakai

atau dikelola hotél,”
(3) Tidak termasuk obyek _umumx _._onm_ mmum@m_am:m dimaksud pada ayz

1) adalah : =
ﬁmv jasa tempat _“_:umm_ mmaam yang diselenggarakan ole

Pemerintah mﬁc _umam:s_&: _ummmm:

b. Jasa Sewa.....ese
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b. ia
C. Wmmm mme w%ﬂm;mﬁ__ﬂ_@m_wﬁ _Ao%aoaoaca\ dan sejenisnya;
d xmm@mamm:“ g ' pusat pendidikan atau kegiatan
i M :._m: mm_A_ﬁ a P
om e , srama .
e. Wmmmuo\ mwmg asuhan dan panti social lainnya ﬁs% MM_MMW. % o
diselenggarak perjalanan  atau perjalanan  wisata an
an Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh mamawm:@

(1) Subjek Pajak H rasal 5
otel adalah or ihadi
melakukan pembayaran Kepads o+ ribadi atau Badan yan
mengusahakan Hopm o kepada orang pribadi atau Badan m%m
(2) Wajib Pajak Hotel
mengusahakan Hotel.

adalah orang pribadi atau Badan yang

Paragraf 2
Da i
mm_‘_vm:mm:mm? Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6
Dasar pengenaan Pai
naan Pajak Hotel ad . ‘
seharusnya dibayar kepada Hotel, alah jumish pembayaran atau yang

o . Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh cmﬂmma‘

Pasal 8

Besaran pokok Paj
\ ; jak Hotel yan - ._ ‘
m : . g terutang d _
nmﬂwomﬂ.wma tarif sebagaimana dimaksiid am_%a m”mw_:w Aaﬂmzmw: e
aan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 6 engan dasar

-~ L
Y B

Bagian Kedua =~
Pajak Restoran

. Paragraf 1, |
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal ..o,

-13-

.. Pasal:9y.
Dengan nama Pajak Restoran. dipungut pajak atas kegiatan palayanan

yang disediakan oleh Restoran.
.. Pasal 10

adalah pelayanan
mmmmowms__.wmmcmmmmamsm dimaksud: pada

penjualan makanan dan/atau minuman
baik dikonsumsi di tempat pelayanan

(1) Obyek Pajak Restoran yang disediakan oleh
Restoran;

(2) Pelayanan yang disediakan
ayat (1) meliputi pelayanan
yang dikonsumsi oleh pembel,
maupun di tempat lain.

Pasal 11

(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran; D

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran

diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 13

yang

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar So&@mmamczﬁmwma._ an

ran yang terutang dihitung dengan car:
dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasa
dimaksud datam Pasal 12.

Baglan Ketiga...cvseene

Besaran pokok Pajak Resto
mengalikan tarif sebagaimana
pengenaan pajak sebagaimana



Bagian Kétiga
"Pajak Hiburan -

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

. Pasal 15
Dengan - nama " Pajak - Hiburan :dipungut
penyelenggaraan Hiburan, _

i

pajak atas kegiatan

Pasal 16
(1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran; s
(2) Obyek-Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.tontonan film; - : :
"+ b.pagelaran kesenian, musik; tari, dan/atau busana;
¢. konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;
e. diskotik, karacke, klab malam, dan sejenisnya;
f. sirkus, acrobat, dan sulap; ,
g. parmainan bilyar, golf, dan boling; _
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
i panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness center); dan - .
j. pertandingan olahraga.

Pasal 17
(1) Subyek Pajak:, Hiburan adalah. orang, pribadi.atau Badan, yang
_ menikmati Hiburan; .
(2)

Wajib Pajak Hiburan adalah .orang pribadi atau Badan yang
mepyelenggarakan Hiburan, .. . .

ol fand

AR Paragraf 2...ueveeieeens

-15-

Paragraf 2 .
Dasar Pengenaan, Tatif-dan Cara Penghitungan Pajak
(1) omm_mq._vmw}m.m:mm: Pajak Hiburan ‘adalah"jumlah uang. <m:m_ diterima
atau yang seharusnya diterima oleh mmzﬁ_m...ﬁmmﬁ .m_ﬁﬁ:_“m {oad
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima mmUmmmM_G,mnm. dimaksud pada
ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19 Fo

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan mmammmq_umm\o .Emm pulub lima

rsen). e o o

(2) mm:mcm Hiburan berupa pagelaran busang; - konteks _Amnmon_w.ms\

diskotik, karaoke, klab malam,: permainan V_Amwm:m_mmmm? panti pijat,

dan mandi uap/spa, tarif: Pajak ‘Hiburan dapat -ditetapkan sebesar
75% (tujuh:puluh lima persen); - - R . .

(3) xzcom.mam Im%cam: kesenian E@mﬁqma_m_ozm._ a_wm:mxmz. tarif Pajak

Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila dikomersialkan.

Pajak Jrere ttang dihitung dengan cara
_ . pokok. Pajak Hiburan yang terutang dihitu ng
wmmwmwmxmw%mm%w%&gam:m“mmam_@m dalam Pasal 19' ayat (1),
Ayat (2), dan Ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 18. B .
Bagian Keempat
Pajak Reklame

5 P2y

U gt
.. Nama, Obyek dan Subyek w_mwmw.
Pasal2l e
Dengan’ nama Pajak: Reklame .H_H.&uc:mﬁ.. m&mw. m_ﬁmm xm@__mﬁmq
penyelénggaraan Reklame. * 71 ¢ .

L

Pasal 22.....cvi0mee



(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

(3

(1)
(2)
(3)

16-
Pasai 22

a. reklame papan/ bilfboara/vidictron/megatron dan sejenisnya;
b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran; | .

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara; |

i. reklame film/slide;, dan

j. reklame peragaan. _

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah :

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang vyang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis kainnya;

¢. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut; ,

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 23
Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang:
menggunakan Rekiame;
Wajib Pajak Reklame  adalah orang pribadi atau Badan yan
menyelenggrakan Reklame; .
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara fangsung olel
orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribs
atau Badan tersebut; ;

{4). Dalam Hal..

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan. melalui pihak ketiga, pihak
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2 _ :
Dasar Pengenaan, Taif nmnﬁm_‘_m.nm:mawwm:mm: Pajak
Pasal 24
(1) Umwm_,.umzam:mm: Pajak Wmamaw\.mm_m,__m:z_g _"mw%_..mm_m___mam“ .
(2) Reklamé diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai, Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ,.vm_.ﬁmm&m:us_._m_
kontrak Reklame; B .
(3) Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame mmcmmm_ﬁm:m
dimaksud pada ayat (1) dihitung .dengan amaum%_murm?.ﬂm_aon
jenis, bahan yang digunakan, lokasi um:manmﬁ? waktu, uﬁmsnxm
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
(4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa xm.w_mam
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor - sebagaimang
dimaksud pada ayat (3); _ ‘ . ]
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud padz
ayat (3) adalah : | |
(6) Hasil perhitungaan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud padz
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

; Pasal 25°

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua _E_m_u_, _@_m persen).

i3

: C _vmmm_,.wo e SRS
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung: dengan carz
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 .am:mm: dasa
‘pengenaary pajak sebagaimana dimaksud dalar Pasal 24 ayat {6).-

ER

ce T teyr b
. B A EI PR ik [P

Bagian Kelima...eaenes
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'Bagian Kelima
'Pajak Penerangan Jalan :

.. Paragraf 1 |
Nama, Obyek dan Subyek Pajak-

e o, Pasal27 o
Dengan; nama Pajak’ Peénerangan Jalan’ diplingut pajak atas kegiatan

penggunaan. tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain, R .

a .. 'Pasal 28
(1) Objek Pajak Penerarigan Jalan adalah, penggunaan tenaga listrik,
 baik' yang  dihasilkan sendiri _maupun vyang diperoleh dari
.. .Sumbef lain;, . L
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. .meliputi seluruh pembangkit listrik;
(3) Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listik oleh Instansi Pemerintsh dan
Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan
oleh kedutaan; konsulat, dan perwakilan asing dengan asas
timbal balik;

C. penggunaan tenaga listrik yang dihasitkan sendiri dengan

.-, kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi
terkait; dan
d.penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat

- ibadah. I -

B SR ,_Ummm_..M@
(1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atav Badan
yang menggunakan tenaga listrik;

(2). Wajib Pajak.....c.ounie

(2)

i

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

19-

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah ‘o_\mnm,_wzcm& atau mmamu
jang mehggunakar tenaga fistrk; - - 0
ww_wa :m_mmm:mmm_._mm.iw\_.n._mmm&mxm: oleh sumber m.m_:w. Waijib Pajak

‘Penerangan Jatanadalah penyédia listrik.

Paragraf 2 . .
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Dasar pengenaan Pajak: Penerangan Jalan adaiah Niai Jual
naga Listrik; - :.. Lot
,__,._Mm_mﬂ mu.cm“ tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan : L

- . -a. :dalam hat tenaga: :mﬁx.cm._wmmm_ dari : sumber lain dengan

flai Jual.; istri lah jumlah tagihan
embayaran, Nilai Jual.Tenaga Listrik adal . .
w“mé <cmamz>m8n ditambah amamm:. w..w%x.umamxma:
variable yang ditagihkan dalam re ening listrik.;

b. _M%wﬂ\?:m:mwm@m listrik, dihasilkan sendiri, Nifai Em_..ﬂsm@w

. u__..wmﬁx dihitung berdasarkan xmumm.ﬁm_ ﬂ._.mma_m\ tingka

‘nmmm@%mms listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 31 . .
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
sepuluh persen); . ; . .
wm%m@c:m_%_ tenaga listrik dari sumber _.m_z .oﬂm: industri,
pertambangan minyak bumi dan gas m“mwzh tarif Pajak wmzma:@m:
Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); R .
_um:mm::mmm tenaga listrik yang dihasilkan mmozaé ﬂm_‘_ﬁ.__mmumw
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% QmE komge
lima persen);

sebesar 10%

Pasal 32, e vsmiersvnanrns
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: : .. Pasal 32 .
Besaran uoxox Pajak vmnmazmmz Jalan <m8 HmEﬁmau dihitung. am:@mz
cara mengalikan tarif sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak mmcm@m_amzm
dimaksud dalam Pasal 30,

" ‘Bagian xmm:ma
v&mx z_zma_ m:xmz _.omma dan Batuan

- S g wma@a: SR
Nama, ogmx am: mcgmx v&mx RS

Pasal 33
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a_nc:@cﬂ paijak
atas kegiatan wmnmmaw"_m: z__._ma_ mcxmn Logam dan mmncm:.

" Pasal 34
(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan -Batuan mamums kegiatan
pengambiian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
a. asbes;
b. batu tulis;
batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
batu permata; .
. bentonit; I R )
.HQO_O:._mn_.. T I o
feldspar; AU S
garam‘batu Sm\amv S ’ e .
. @—.mﬁ.ﬁ R RS S “y
I. granit/andesit;
m. gips;

-h

i 2 T

o

- e L D- xm“mmﬂs:--:n.--n

n. kalsit; S T I U

o. kaolin; - - . R
p. leusit; S SR PE
q. magnesit; .

r. mika;

S. marmer; S o

..t nirat; R

: oumawm:n
V.- oker; - L 4 .

" w. pasir dan kerikil;

(2)

o

pasir kuarsa;

<. perlit;

z. phospat;

aa. talk;

bb.tanah serap (fullers earth);

cc.tanah diatome;

dd.tanah liat;

ee. tawas (alum),

ff. tras;

gg.yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit; dan

kk. mineral bukan fogam am: batuan falnnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam ams Batuan
.mm_umumﬂsmzm dimaksud pada ayat (1) adalah.:

a. kegiatan. pengambilan Mineral Bukan, _.omma dan mc_an mmEmm
'yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,
pemancangan tiang . listrik/telepon, penanaman  kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; . o

b. Kegiatan..........



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

®

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%
(dua puluh lima persen).

" "bersangkutan;

‘Batuan. ' °

~22=

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Butuan yang

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang
tidak dimanfaatkan secara komersial; dan | \ .

Pasal 35
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang.: |
pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam+;
dan Batuan; _ :
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan adalah orang Pribadi ataux
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasa
atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam
dan Batuan; :

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-
rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang

Dalam hal nilai pasar dari-hasil produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagairhana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh,
digunakan harga’ standar yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang' dalarh’bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan

:

i
[

e ' pasal 37 .

Pasal 38...cevvsveereen
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Pasal 38
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutar
dihitung dengan cara mengalikan tarif .pajak sebagaimana dimakst
dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksL
dalam Pasal 36. .

Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Paragraf1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

. . pasal 39
Dengan nama Pajak Parkir dipungut
penyelenggaraan tempat Parkir.

pajak atas kegiata

- Pasal 40
(1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di lug
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usah:
maupun vyang disediakan sebagai suatu usaha, termasui
- penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1
adalah : .
a. penyelenggaraan .tempat  Parkir oleh Pemerintah da
Pemerintah Daerah; o . _
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanyi
“digunakan untuk kaaryawannya sendiri;
C. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dar
~ perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik;-dan
d. - penyelenggaraan tempat Parkir rumah ibadah.

Pasal 41..cccierees
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(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ;

| Pasal 49" _
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 51
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 52
(1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah : . P
a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah 'dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPN); .
b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sdrang Burung
Walet lainnya untuk pengembangan ifmu pengetahuan dan
teknologi. ~ a o -

Pasal 53...cccvviiririres
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Pasal 53 .
(1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalaly orang .uzuma ata
. Badan yang melakukan - pengambilan dan/fatau awgmﬁmzmxm
. Sarang Bufung Walet; o
(2) Waijib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau ‘,m_mﬂm
~ yang melakukan pengambilan - dan/atau amsmcm.m:mx.mz .mm_,m:
BurungWalet. ~~ o oM e

B ¢

v _u.m_‘mm_,mm 2 s .
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak -

Pasal 54 -
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai: Jui
Sarang Burung Walet; : S . N |
(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana a_amxmcg. pac
ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian m:ﬁﬁ harga pasare
umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah _am:@m
volume Sarang Burung Walet. P

4

Pasal 55 . _
Tarif Pajak  Sarang  Burung walet  ditetapkan  sebes

10% ({sepuluh persen).
Pasal 56
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitur
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud:dalam Pasat !
dengan dasar pengenaan pajak mﬁcm.mmmsm_._m dimaksud dalam Pasal 54
mﬁwwu_ﬂ Lt
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK
+ TERUTANG: -

Pasal 57



..le

Pasal 57
(1) Pajak yang- terutang dipungut di wilayah Kabupaten Luwu tempat
» - hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan
logam dan batuan, parkir, air tanah, dan sarang burung walet
.. berlokasi; - : o .
(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi

wajib pajak untuk menghitung; menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pasal 58
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat
a. pembayaran atas pelayanan Hotel;
b. pembayaran atas pelayanan Restoran;
C. pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan ;
d. pembayaran atas penyelenggaraan Reklame;
€. pembayaran atas penggunaan Tenaga Listrik;
f. pembayaran atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
jalan;
h. pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
dan

1. pembayaran - atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung Walet. -

o

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata CararPemungutan

Pasal 59.....cecenee
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Pasal 59 |

1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan; . . .. .0

MNW mmamum Wajib Pajak, wajib membayar _u&.mx yang H.mmcnmso
berdasarkan surat ketetapan-pajak atau dibayar sendiri oleh

Wajib  Pajak | berdasarkan  peraturan perundang-undangan

S A T S A £ Tt O A :

' perpajakan;

(3) s.mmcu Pajak yang memenuhi kewajiban mmmmmu_m_ﬁm .vmammm%m:
penetapan Bupati dibayar dengan a_mjm@::m.mm: SKPD  atau
dokumen lain'yeng dipérsamakan; .

(4) Dokumen lain m_,\mzm_ _&vmamamxm,:_mmum@.m”smpm a_imxm:a pada

* ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan; N

(5) Wajib~ Pajak’ yang memenuhi kewajiban  perpajakan sendiri

" dibayar” denighn menggiinakan ~ SPTPD, SKPDKB, dan/atau
SKPDKBT; . -

6) SPTPD 'Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan

~ dokumen penjualan yang telah diperforasi oleh Pejabat yang

o peiwenangs T

3 _ m%mz&m:m,nm:&:m_. tata cara perforasi diatur lebih lanjut dengan
Pergturan Bupatl, .. ., .,

"

R S S R e | | |
(1) Jenis Pajak yang dipungut Un.ammm%m:.. . vm%ﬂumz Bupat
* " sebagaimaha dimaksud Pasal 59 ayat (2), terdiri atas :
‘a.Pajak m.mw_mgm_w N ‘ I
(2) wmnMww%%ﬁwwm dibayar. seridiri oleh wajib- pajak sebagaimane
- dirffaksid pada ayat (1), terdiri atas ©

~a.Pajak Hotel; -~~~ -

. b.Pgjak Restoran;” © 1 T
c.Pajak Hiburan;” | T
“* .Pajak Penefangan Jalan; 1.
" e.Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

i -

v

f. Pajak Parkifecceuveesesnin
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f. Pajak Parkir; I
g. m&mx Sarang Burung Walet, -

o , ”,vmmm_m.w
(1) Dalam jangka wakti 5 (lima) tahun sesudah saat terut
: : n sesud
Pajak, Bupati dapat menerbitkan: h st .EEE:@:E
a. SKPDKB dalam hal: | |
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan at
‘ pemer| atau keteran i
_ . Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; on i
2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
Mwmahummmmge%% _Mmﬂm_m: ditegur Secara tertulis tidak
mpaikan pada.waktunya sebagaimana ditentukan
surat teguran, Vya. sebagaimana ditentukan dalam
3)_ jika kewajiban mengisi SPTPD tidak di i, paja
: L - 2. . dipenunl,
X mth%:@ dihitung secara jabatan. clpendhl, pajak yang
. jika ditemukan data baru’ dan/atau data yang
belum terungkap yang menyebabka e oD, emla
yang terutang. o o ,3_.um;m3cm:m: Es_m: Pajek
c. SKPDN jika jumiah pajak ha be
. yang terutang sama besarn
dengan jumiah kredit pajak ata jak ti ks
: ada kredit pajak. u u 8 u pajak tidak terutang dan tidak
2)Jumiah  kekurangan pajak. yang . terutang da :
- Rerurar ajak. yang - terutang dalam SKPDKB
wmcmmm_amzm a_smx.mca pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka
) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
mmﬂmmaﬂ:mv. sebulan  dihitung  dari pajak yang . Kkurang atau
erlambat dibayar untuk jangka waktu paling. lama 24, (dua pullh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) ucm,__m_._. kekurangan pajak yang terutang dalam’ SKPDKBT
mm agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus wumamﬂmﬁcmv
dari jumlah kekurangan pajak tersebut; o

{4) . Kenaikan.....oeveeeens

-+ pemeriksaan; . . .
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(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jike
Waijib : Pajak melaporkan sendiri- -sebelur- dilakukan tindakar

(5) Jumiah. pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan .sanksi administratit
berupa kenaikan sebesar, 25% (dua puluh lima perseratus) dar
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesal
2% (dua perseratus) sebiilan dihitung'dari pajak yang kurang atat
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

_ Pasal 62 o
E.ﬁmsnmaum:ma:m:mxvum_”mc. n_o_eam:__mﬁim:aﬁm,umwmm,amxmn

v

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT - diatur dengan Peraturar Bupati;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian- dat

penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD

SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. =~ 7

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 63
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: T
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan . pembayara
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan . sanksi administratif berupa bung
: danfatau-denda. ¢ i AT T T e Tl o
(2) Jumlah Kekurangan pajak:yang terutang dalam STPD sebagaiman
" dimaksud pada ayat (1) hruf a dan huruf b ditambah -denga
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak sa:

terutangnya pajak. _
(3). SKPD..........
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{(3) SKPD atau.dokumen lain yang dipersamakan-yang tidak atau kurang

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
‘administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan
dan ditagih melalui STPD, _ _

' Bagian Ketiga

Tata-Cara Pembayaran dan Penagihan

o Pasal 64

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah

- .Saat terutangnya pajak; |

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,

.+ Surat - Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang

- menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo

pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan

penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

LT . Pasal65 . : o

(1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang

- :ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan. dalam SPTPD,
SKPD. atau. dokumen: {ain. yang dipersamakan, -SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD..: - . - . S , _ :

(2). Jika Pembayaran..........
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i aran pajak dilakukan ditempat lain yang .%cacﬁ
Aquw_mﬁwz ﬂﬂ%wnmm: _w%&wx harus &mmﬁoﬂ_,.wm kas daerah paling _#mam

Lx24gam. o hagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(3) Bukti pembayaran umumx_mmUmum_amzm.a_Bm ud p 2

ayat {2) adalah SSPD atau dokumen ain yang _a_umﬂmam an.
o _ o - .. v Pasal6b .o o
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, MMMU_M,__...\

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat xmuﬁcmm: .mr”_ﬁ m

-dan’ Putusan Banding yang tidak atau A_ea_:@. a&m<9.. oleh” Waji
- -Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat vmxmm._u earian
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasa
 peraturan‘perundang-undangan.

BABV .
"\ KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 67 .
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

atas suatu:

a. SKPD;-

b. SKPDKB;

¢. SKPDKBT;
. d. SKPDLB;dan. .=
,@memm_,uﬂm: diajukan secara Hmﬁcmm dalam bahasa Indonesia dengan
.. . disertal alasan-alasan yang jeias; : . .
A.uv..ax_wmmm_mﬂma harus emu.:ﬂm: dalam jangka Em..ﬁch,_vm__zm fama 3 EM&
- bulan sejak E%mm_,mmcawmmcmommawamh__a_amxmca. pada ayat A.Hu.
(.- ~kecuali jika:Wajib Pajak dapat amzcec.w_an bahwa jangka .Em_&_ itu
" tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; -
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Emmﬁ _um%x ﬂm_mm. membayat

paling sedikit sejumfah yang telah disetujul Wajib Pajak;

(5). Keberatan....ee.
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{5) Keberatan yang .-tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
qunmﬂmﬂ mmam@m_ wm:am cg& umsmzammz mc_,mﬁ xmumanm:

vmm& mm

Cvm%mg dalam wmsmxm waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi. keputusan atas
keberatan yang a_mucxm:.

(2)Keputusan atas keberatan mmcmmm_sm:m a_amxmca umam m<mﬂ (1)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya pajak yang terutang;

(3)Apabila jangka waktu mmvmom_am:m dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69

‘1) Wajib Pajak dapat. mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap _Amncﬂcmm: mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
diajukan secara tertuli dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas -dalam jangka ‘waktu 3 (tiga)  bulan sejak
keputusan %m;:,.m, a_*mau_: mm.::m: dari ‘mcaﬂ xmucﬁcmm:
keberatan tersebut; - _

3) Pengajuan umm._.:oso:ma cmzaam Bm:m:@@c:xm: xmému__umn_

- membayar pajak - sampai am:mm: 1 Ammg _uc_ms mm.._m_A Ssmmm_
_umnm_\_u_nmz vcEmm_._ wm:a_sm ..

Pasal 70....curecereens
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Pasal 70

(1)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkar
sebagian- ‘atau  seluruhnya; - ‘kelebihan” pembayaran - pajal

.- dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duz

.* perseratus) sebulan untuk-paling Jama 24 (dua.puluh empat) bulan;

{2)Imbalan buhga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejal
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

3)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau %&c:?m: sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan' keputusar
keberatan dikurangi dengan: u&mx vang telah Qcmﬁ_q sebelurr
mengajukan keberatan;

(4)Dalam hal Wajib Pajak Bm:@mwcxm: um:ﬁozozm: cm:a_:m_. sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan;

(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajek dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurang! dengan pembayaran pajak yang tefsh dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau _um:m:_.m:@m: Sanksi
Administratif’

Pasal 71

‘(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPD, - SKPDKB; ‘SKPDKBT atau STPD, SKPDN -atau
SKPDLB  yang dalam ° “penerbitannya terdapat kesalahan - tulis
danfatau ‘kesalahan ' hitung *"danfatau kekeliruan . penerapan
‘ketéentuan' - tertentu - ‘dalam ‘peraturan - perundang-undangan
perpajakan daerah; IR

TP {2). Bupati dapat.........

St
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(2)Bupati dapat : _

a.mengurangkan atau Bmzurmu:mxmn sanksi maa_:_mqmﬂ cmEnm
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang- terutang menurut
peraturan perundangundangan: perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena: xmx:__mﬁm: Waijib _umwmx atau
bukan karena kesalahannya; .

‘b.mengurangkan atau membatalkan m_%o m_%oxm m_%o_hm._. atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD; = .. :

d.membatalkan hasil pemeriksaan atau wmﬂmﬂmumz _u&mx <m_..m
dilaksanakan atau diterbitkan ﬂ_n_m_n sesuai amnom: tata: cara yang
ditentukan; dan

e.mengurangkan xmﬁmﬁmvmz ﬁ&mw terutang cm«nmmmq_hm:
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak. atau kondisi
tertentu objek pajak.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan  sanksi  administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana Q_Bmwmca pada m,\mn (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

(1)Atas xm_mc_:mn pembayaran Pajak, Wajib ;Pajak dapat sm:@&cxms
permohonan pengembalian kepada Bupati; ;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) ac_m: sejak
-diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ﬁy harus memberikan
keputusan;

. -
i

{3). Apabila....ccovieenns
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{3)Apabila jangka waktu mmammm_sm:m dimaksud-pada ayat (2) tela
-dilampaui - dan .Bupati tidak : memberikan  suatu. keputusat
permohonan nmmmmaamw_msﬁmaam,\m_,m: Pajak n_m:mmmn dikabuika

. dan :SKPDLB . harus: a_wm_,c&a: am_ma jangka - men: wmmsm_ Jama..
. {satu) bulan; .- .- . -

Q;nmg_m ‘Waijib: _u&m_?amaﬁm:ﬁ_ cnmsm vmum_n mac 5%@ _m_::s
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana. dimaksud: pada ayat (1

‘. langsung _diperhitungkan: ::Ex m._m_c:mm_ nm_.umu_s amrcE -utan

-+ Pajak tersebut; . . ..

{5)Pengembalian xm_mc_:ms nmacmﬁaa _u&mx mmummm_amzm a_am_aa
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (due
butan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

ASE_& pengembalian xm_mc_zms _umacmﬁa: Pajak dilakukan setela

V _mémﬁ 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga - sebes:
2% (dua’ “perseh) mmu:amn mnmm xmnmnmacm_“m: pembayara
kefebihan pembayaran vm“_mw s

(7)Tata cara pengembalian _nm_ma_sm: um:.u%ﬂw: _u&mx sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) diattr dengan _vm_‘mﬁ:m: Bupati.

.BABVII
s _ﬁmuw_hi@_w,m% PAJAK

vmmm_ uu

(1) Hak untuk melakukan penagihan.Pajak menjadi kadaluwarsa setela
‘melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny
‘Pajak, xmn:m__ apabila ém._mc _umumx Em_mxcwm: a:amx uam:m i
bidahg perpajakan daerah; g

g Kadaluwarsa penagihan Pajak mmam@m_am:m n_amxmca umn_m ayat (i
tertangguh:apabila: . o o
-.a. diterbitkan Surat TFegtiran: amamﬁmc mcaﬂ _umxmm ma_._ N
w ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak; -baik iangsur

maupun tidak langsung.

e (3). balam Hal........
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(3)Dalam ‘hal ditérbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)-huruf a, kadaluwarsa um:mm%m: a_:_nc:m
'sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4)Pengakuan -utang -Pajak secara iangsung sebagaimana a_amxmca
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
“ ‘mehyatakan ‘masih mempunyai utang’ v&mx am: um_ca Bm_cnmm_sﬁ
kepada Pemerintah Daerah;

Amv Pengakuan utang' secara. tidak _m:mmczu mmum@m_am:m dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau um:c:amm: nmawm,\ma: dan umzso:o:mn xmcm_\mnm:
‘oleh Waijib v&mx :

. vmmm“ E
C:u,cﬂmzm _u&mx <m:m tidak -mungkin- a_ﬁmg: _mm_ xmqm:m hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan .Piutang Pajak yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3)Tata cara.penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN vmzmmggz PAJAK

- Pasal wm

E_um:@mn m_mmm: _..m_.ﬂ:nm__ mcumﬂ_ vmammm%ms ‘permohonan  wajib
pajak dapat ‘memberikan mmnmc«m:mmsﬂ keringanan  dan
pembebasan pajak, . . .., . -,

(2)Persyaratan serta ﬁmﬁm cara nmacm:m: um:@cqm:mm? ‘keringanan
dan pembebasan:pajak sebagaimana dimaksud:pada mﬁa E diatur
-lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. :

430.

BABIX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

_ummm_ wm

_EE&_U n&mx <mnm ‘a.m_mxcxm: cmmrm mm:mm: oBNmﬁ nm__:m sed

_.Rp, 300.000.000,00. .(tiga . ratus_juta . rupiah). nmnm:cs We
Bmim_m:m@maxm: nmaa:_em: mgc vm:nmSEm.

(2)Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata «

. \vmaucxcms atau pencatatan sebagaimana- dimaksud pada mﬁ;

ammg amnmm: nmaﬂca: bupati.

Pasal 77

%Smcnma &.m_mwmxmz pemeriksaan untuk .m..m:mé. kepatuh

pemenuhan  kewajiban umam_mwmn daerah dalam  rang
Bmmm_am:m_a: peraturan perundang-undangan nmamumxmm nmma:

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

‘a.memperiihatkan dan/atau - meminjamkan buku mmE catat:
dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain ya
berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan mc_._m kelancar
pemeriksaan; dan/atau

c. amaum:xms xmmm«m:omz yang a_um:c_a?

g xm_,.mzncm: lebih _m&:n ‘mengenai tata cara: umamn_amm: dial
am:mm: _umnmn:_‘m_._ mcuma o

LR - PR doR.o ; oL
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BABX
' PENYIDIKA -

Pasal 78

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Kabupaten diberi wewenang- khusus sebagai penyidik ~ untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana; o __ ‘ o

(2)Penyidik sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) adalah -pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah - Kabupaten

vang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan  berkenaan dengan tindak pidana di ° bidang
‘perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas; - ,

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah
tersebut; . .

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah tersebut; o D

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

- lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakar: daerah
tersebut; AR

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

g, Menyurtf . veeeenenns

___._m_m.,ummmmnk Waiib ,_._m&.mx ,Eau dengan wm,s@&m_aamx m
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.. g..menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalka

ruangan- -atau  tempat, pada. ‘saat -pemeriksaan sedan
berlangsung dan memeriksa identitas orang: dan/atau dokum

yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam hurufe; -, -

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ¢

bidang perpajakan daerah tersebut; -~ - . .
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya .-
j. dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
k. menghentikan penyidikan; dan N
1. melakukan. tindakan lain yang.perluuntuk kelancaran penyidika
' tindak pidana di bidang, perpajakan daerah fersebut, berdasarka

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - -

(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahuka

dimulainya penyidikan dan .E.m.aﬁavmmxm: hasil um:ﬁn.:_ﬁm: _Am_umﬂ
penuntut umum melalui. Penyidik Kepolisian,Republik Indonesi
sesual dengan ketentuan yang, diatur dalam Undanig-undang. Huku
Acara Pidana, ..~ . .. C .

v

KETENTUAN PIDANA
Pasal, 79

(1)Setiap Waijib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikz

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak _mao_m
danfatau melampirkan keterangan . yang tidak benar .mmsm_..@m
merugikan keuangan daerah dapat n_muamsm. dengan vamq
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palir

¢+ -banyak. 2 {dua) kali jumlah pajak-yang terutang _<m:m_.ﬁmnmx ate

D nia -
LT (LR

‘kurang dibayar. . - i
enyampaike

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau me. lengk:

dan/atau melampirkan keterangan yang tidek benar sehingga

Meruglkan....cu e
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merugikan keuangan daerah dapat dipidana - dengan pidana
penjara- paling lama 2 {dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4
{empat) kali jumlah pajak yang terutang.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah pelanggaran; © - ST
(4)Denda sebagaimana dimaksud '‘pada ‘ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 81 merupakan penerimaan negara

Pasal 80
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dapat
dituntut setefah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya-pajak atau berakhimya masa pajak. _

7 Pasal 81 , .
Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang
tidak melakukan atau menolak difakukari pendaftaran sebagai waijib
pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah). , , T

Pasal 82

Wajib pajak yang tidak -melakukan pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dipidana sesuai dengan
peraturan vmﬂ::am:m.::am:@m:. . :

ot Pasal 83
Wajib pajak yang- menolak untuk diperiksa .atau melanggar ketentuan
Pasal 77 ayat (2) danfatau tidak membantu kegiatan pemeriksaan
terhadapnya dapat dipidana sesuai dengan - peraturan perundang-
undangan. - SR T A o

5o s T
' .

BAB XIL...covveriiane
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BABXI
'KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pajak yang masih terutang berdasarkan jenis pajak mm_umumm.:,_m
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih tetap ditag
selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pajak terutang.

a.

b.

' BAB XI1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

'Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku maka :

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tenta

Pajak Hotel,
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tenta

Pajak Restoran; :
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tenta

Pajak Hiburan;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998 tenta

Pajak Reklame;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tenta

Pajak Penerangan Jalan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tenta
Pajak Pengambilan Bahan Galian Oo_osmmz c, . -
dinyatakan dicabut dan fidak berlaku lagi. ,

Pasal 86...........
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Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

A . .
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

vmﬁmaﬂmaommﬁm:_:mam:
Kabupaten Luwu. gan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Maret 2011
BUPATI LUWU,
Capy/ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

SYAIFUL ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3

S -

1.PENJELASAN UMUM "= ° *° 0 e

. .= . i - PENJELASAN

" PERATURAN DAERAHKABUPATENLUWY .-

 PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK
REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAI

" PAJAK SARANG BURUNG WALET

[FR

LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, ‘PAIAK'AIR TANAH, DAN

ey

AT P PR

“Penyelenggaraan’ *'urusan fpénerintahah~ ‘yahg  menja

kewenangan daerah didanal “dari ' “dan " atas Debanh Andgare

Pendapatan dan Beldnja Daerah (APBD). ‘Stimber pendapatan-daeral

antara lain Pendapatan Asli Daetah’ (PAD)yang befsumber dafi ha:

pajak daerah. : BT T T
Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pernerintah Daera

baik Kabupaten maupun Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor :

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; terdiri atas

Pajak Hotel; |

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah; -

Pajak Sarang Burung Walet; TSI

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

FeoTEmEe A0 T

Dari jenis.....u.
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Dari jenis pajak tersébut- yang ‘membedakan dengan Undang- ><mﬁ_.mwv§m -
Undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Cukup jelas
Daerah adalah sebutdrt Pajak PengambilanBahan Galian Golongan C Huruf b
berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Ldgan dan Batuan. Di samping Pengecualian  apartemen, kondominium,  de
itu pada Undang- cg_mzu Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, juga sejenisnya didasarkan atas izin :mmsm3<m
menekankan adanya periuasan’ basis pajak Daerah yang dilakukan Huruf ¢ :
dengan memperiuas basis pajak yang sudah ada. Hal lainnya adalah Cukup jelas
am:amm«msxm: nmh_mx u:mmﬂ nm: Bm:macm: _mn_m _u&mw cmE Huruf d

L R ER SR ¥ ER .
. Pertimbangan @mzcmmm: umm_m w&mw dan ummmscm:m: Hmz_m vmumx Cukup jelas
baru seiring am:mm: _umaaum:nm: bahwa' xmnmam:ﬁ:n@mz Daerah Huruf e .
yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam = Cukup jelas
banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Diintrodusir Pasal 5
Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran | - Ayat (i)
secara efisien dan.masyarakat tidak ingin mengontrol anggaran Cukup jelas
Daerah karena merasa. tidak dibebani- dengan ‘pajak (termasuk | Ayat (2)
retribusi). Demikian ity nmaaamzmmsa\m di sisi lain. bagi Daerah Cukup jelas
Kabupaten Luwu menjadi nm:nms@mn untuk menggali potensi pajak Pasal6
secara intensif, mengingat basis-basis pajak dari berbagai jenis pajak Cukup jelas
masih terbatas. . , Pasal 7
S o o _ o Cukup jelas
IL. PASAL DEMIPASAL . . = _ M_ Pasal 8
, ,_ Cukup jelas
Pasal 1 : Pasal 9
Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 2 . ,__ Pasal 10
Cukup jelas . : Ayat (1)
Pasal 3 L o | Cukup jelas
Cukup jelas _ , _u Ayat (2)
Pasal 4 _ : Cukup jelas
Ayat (1) o o oPasalltc. o T i
Cukup jelas o o ) 3 ><m25 S S
Ayat(2) -~ o , ncx%um“mm e
Cukup jelas - ><m£wv | I |
N Ayat (3)verrivnen Cukup jelas Pasal 12.ccoune
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Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14 ,
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan

“hiburan berupa kesenian

rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional
yang dipandang periu untuk dilestarikan dan diselenggarakan
di tempat vyang dapat dikunjungi oleh semua lapisan

masyarakat.

Pasal 20...ccernevnnne

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25..c00uuu



Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 32
Cukup jelas
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Pasal 33...uieiee

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
_ Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

enative



Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

-52-

Ayat (3)eviriieinnee

Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58......u0



Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jeias
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)ireen

Ayat (4) :
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasat 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 65 .
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66..ceeen



Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
- Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
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Pasal 70uu.coreernnns

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) .
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
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Ayat (evecsennion



Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas

-58-

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup um_mm
Ayat (2)
Cukup jelas
. Ayat(3) -

><m,n T:

et oa_e_u um_mw.

Pasal 79 e
><mﬂ (1
ncwcu Hmmmm
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup H&mm
Pasal 81 -
<= =-Cukup jelas -
Pasal 82. :
_ ‘Cukup jelas
vmmm_ 83 -
-~ Cukup jelas
v_mmm_ 84 - T
ncwcn jelas
Pasal 85 ¢
ncxcuum_mm
Pasal 86. .
= Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN _.c<<c TAHUN 2011 NOMOR 3

3 gyt
£y

nc_eb ._m#mm..

-59-



PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME,
PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH,

lenimbang

. dengan Perauran Bupati.

DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU,

! a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah dan Pajak Sarang Burung. Walet
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 3) tanggal 3 Maret 2011, maka periu
segera dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan um&:.amzmm: mm_um@m_am:m

dimaksud dalam huruf a, maka perlu- ditetapkan

Lis ,;
BRI |

Mengingat...cou s

Merigingat
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Ll czam:@-caamsu zoao_, .,wa.r_.mmm__h__ﬂ 1959 tentang

- Pembentykan Daerah-daerah Tingkat
11'di Suilawesi Q.msumaa mema Republik Tndonesia
Tahun 1959 ‘Nomor 74, Tambahan _.macm_a:
._ammma Republik Indonesia ‘Nomor 1822); "+ -

R w..m.._.c:amzm-q:am:m Nomor 8 Tahun 1981 ﬂmam:@
(27 Wk Acdfa *Pidana-(Lembaran’ ‘Negara’ Republik
Tl T ndonesia Tahun ~1981 Nomer 76, “Tarmibahan

,,wmscm_.m: zmm_m_.m xmwgg_x ‘Tndonésia Noror 3209);

3. 'Un ammu-c.amnm ““Nbrmor’ 6 Tahun 1983 “téntang

Ketentuan dan Tata Cara vmqumumxms (Lembaran
Neégara Republik Indonesia Tahun: 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran ‘Negards'Republik Indonesia
Nomor 3262) seébagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahiun 2000:{Lembaran
Negara Republik Indonesia*Tahun-2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3984);

4, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun -1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 ‘Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik-Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana . telah diubah, dengan
c:n_mnm-camzm Nomor 19 .ﬂ.m_és Ncoa c.m_.:cma:
Negara Republik : Indonesia, ﬂmscn No@o ‘Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara mmn%_.w Indonesia

.- Nomor 3987);,

i

©¥E T 5 Undang-Undang ‘Noror 14 “Tahun 2000" tentang

; ._um:omg_xr, #v&mw ﬁmmﬂ_h:@maz _Zm@@nm Republik
*“Thdonesia- Tahun 2000 ~Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Undang-undand.........
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6. Undang-Undang. - Nomor. .., 30 s Tahun 2002  tentang  Komis]
... Pemberantasan ._,:amx Pidana Korupsi ?mauma: Negara Republik
H:ao:mmwm Tahun Noow Nomor. 137, ._.ma_um:m: Lembaran Negara

. mmucw__x Indonesia Nomor ﬁms L

7. Undang- c_am:m zoﬁoq 17 Tahun Noow ﬁmzﬂm:m_ Keuangan Negara
(Lembaran zm@ma mmucg_x M:aosmm_m Tahun 2003 Nomor 47,

amacmsaz _.macmas mema xmncc___n Saonmm_m Nomor 4286);

8. Cnam:@:c:amnm 2039 10 ._..m:c: 2004 mmsanm Pembentukan
- Peraturan _umEnum:mm: c:amsmmn Pmsumqm: Negara Republik
Indonesia Tahup; 2004 "Nomor . mw ._.macm:m: Lembaran mem_.m
Repubilik. H:ao:mmm Nomor &mmv,

9. Undang- c=am:m Nomor .32 Tahun Nooa Ssnm:@ Pemerintahan
‘Daerah (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir. dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 ¢(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran zmmma xmvc_u_.x Indonesia Nomor
4844);

10.Undang-Undang Nomor - 33 ._.mrc: 2004. ﬁmnnm:m Perimbangan
Keuangan antara. Pemerintah Pusat -dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran' Negara Republik Indonesia- Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah- ( Lembaran ‘Negara ' Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, ._.maumsm_._ _,mwsuma: zmmmwm Republik Indonesia
‘Noirtor 50493 -

E Peraturan  Pemerintah  Nomor mm ._.m::m Nocm tentang Dana
_um::.amzmm: Fmauma: mema. xmuch Indonesia Tahun 2005
2030_. me ._.msam:ms rm:._cmqmz me_ma Republik Indonesia Nomor

-

13. Peraturan Pemerintah.....coceeee
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_Hw.vmaﬂ_caz Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran?NeGara Republik Indonesia Tahur
2005 Nomor 140, Amaum:m: _.msuma: zmmm_‘m _u,mucu__x Hnaozmmx
Nomor 4578); : f 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor wm .M.mscs Noou H:S:m Pembagiar
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan - Daerat
Eos:m_ amz ‘Pemiérintahan Omma_._ _nmc%mﬂmz\xowm '(Lémbarar
' "Negara Republik Iridonésia Tafitn 2007 Nomor 82, Tambahar
_,mscmqms Negara _Nmuccm_x ansm a ZQBQ ﬁwuy | _

i Tyt

_ um vaES: vmsm:zﬂms 2032 39. ._.m_._cs 2007 tentang Pengelolaar

Cm:m zm@ma\_umm_.mm Hrm_.:wmﬂm: zmm_ma xmucc_% Indonesia Tahur
uoou.*zosoq 83,. ,,_lmacm:m: rmawm_‘ms zmcma Republik Indonesic

2039 4738);

,,.

-16:Peraturan. Daerah; xmccnmnms _.czc zo:..o_‘ 15 Tahun 2007 tentanc

moxo.m.T_uoxo_%m:mma_mm: Keuangan Daerah;

G.vmaﬂc.a: Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentanc
Urusan - ‘Pemerintahan (yang menjadi kewenangan Pemerintat
Daerah Kab.-Ltuwu;. + .- - .

18.Peraturan Daerah Kabupater Luwu Nomor 4 Tahun 2010 tentang
>:8ma: vm:amumﬁm: dan _wm_mam Daerah Tahun Anggaran 2011;

19.Peraturan Bupati xmc%mﬁm: Luwu Nomor 62 Tahun 2010 tentang

) _umamcma: Anggaran _umsn_mumﬁ_: dan Belanja Derah Tahur
>3m@m_.m= 2011.

kS

Sy r«_m., zmchcmz>z.

Menetapkan -+ PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG. PELAKSANAAY

. PERATURAN. DAERAH -KABUPATEN -LUWU NOMOR
- TAHUN 2011 TENTANG: PAJAK HOTEL, PAJAL
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJA}
PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DA?

PAJAK SARANG BURUNG WALET.
Pasal 1...c.ccounn



-

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
N-a
3,
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o

oo gocPasald A T

-t '

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwy;
Bupati adafoh Bupati Luwy; . .
Pemerintahan  Daerah .. adalah ., Penyelenggaraan . Urusan

.. Pemerintahan olefl " Pemerintah - Daerah dan Dewan Pérwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan
dengan Prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

" Penerintah “Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut ‘DPRD

adaiah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah; ,

- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
peraturan perundang- undangan;

Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah Unsur pembantu Kepala

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri

dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang ~bersifat ‘memaksa’ berdasarkan - Undang-Undang/Peraturan

" Daerah, dérigan tidak ‘miendapatkan imbalan secara langsung dan
" digunakan'’ untuk  keperluan ' Daerah bagi  sebesar-besarnya

*kemakmuran rakyat.

AT
1Y - ..
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R T e e

Pasal 2.veseeneeras
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-Pasal 2 )
<
#Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten _..cé.: Nomor w ‘Tahun 201
_Hhm:nmz@ Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak wmamam
"rpajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Paja

,.mwm:aa Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet -
B Pasal 3

“(1y Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luw
dengan berkoordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yan
terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanaka
ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini; |

(2) Menugaskan Dinas Pengelolaan Keuangan Um.mEJ Kabupaten Luw

melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta membugz

laporan kepada Bupati melalui Sekretaris _umm_,m: _nm_‘:,mn_m
pengelolaan dan pungutan jenis pajak -sebagaimana tercantur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011.
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Di undangkan di Belopa
pada tanggal 10 Maret 2011 ’

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWUY,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011




